SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR
52 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN
KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja
Tidak Terduga telah ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Tidore Kepulauan Nomor 52 Tahun 2017;

b. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian dengan hasil
rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Republik Indonesia, sehingga perlu
meninjau kembali Peraturan Walikota tersebut;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan
Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Tidore Kepulauan Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah,
Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak
Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5430);
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10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
Tahu (2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

16.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2
tahun 2015 Tentang Pemeriksaan  Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 136);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
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2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun
2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 77 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan
Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Partai Politik;

20.Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 01
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore
Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE
KEPULAUAN NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal I

Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan
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Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2017 Nomor 448) dirubah sebagai berikut.

Ketentuan pada lampiran terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
diubah sehingga lengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 10 Juni 2019

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,
Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd
ASRUL SANI SOLEIMAN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR 511

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
,*ﬁETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

o

)
P
2

- "“"BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001
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LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 13 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 JUNI 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE

II.

KEPULAUAN NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini .................. , tanggal .................. bulan ................ tahun
.............. , yang bertanda-tangan dibawah ini

Nama

NIP

Pangkat :

Jabatan :  Sekretaris Daerah

Instansi :  Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

Alamat : JL Sultan Mansyur No. 1 Tidore

Yang bertindak untuk dan atas nama Walikota Tidore Kepulauan yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama D ettt
No.KTP L e,
Jabatan e
Alamat e,
Kegiatan PP PPN

Yang bertindak untuk dan atas nama ..................... Desa/Kel.........
Kec...ocovvenenene. Kabupaten/Kota ................. selanjutnya dalam Naskah
Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA,

berupa uang sebesar Rp ................. = (eeeenenn );

(2) Dana sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk .......... sebagaimana

Proposal/RAB terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari NPHD ini;

(3) Penggunaan dana sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk
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(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(4)

............................................................................... yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini;

Penggunaan dana sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) khusus untuk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 2
PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

Pencairan dana hibah daerah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan Tahun
....... dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan Proposal
sebagaimana pasal 1 ayat (1);

Untuk pencairan dana hibah daerah, PIHAK KEDUA mengajukan
permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri:

Proposal / Rencana Anggaran Biaya;

Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

Kuitansi tanda terima dana,;

Fotokopi Rekening ............ yang masih aktlf

Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara .............

Keputusan kepala daerah/lurah/desa tentang Kepengurusan ..... ;
Pakta Integritas

PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA
segera melaksanakan kegiatan sesuai Proposal/Rencana Anggaran

Biaya dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang
berlaku,;

@m0 Qoo

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan
program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah
disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan
perundangan yang berlaku;

Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana
hibah daerah beserta bukti transaksi kepada PIHAK PERTAMA
selambat-lambatnya tanggal 20 desember tahun berjalan.

Pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam
bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana
sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan
Proposal/RAB;
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(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

Apabila dalam batas yang telah ditentukan tidak menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) maka akan dikenakan
sanksi hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menyimpan laporan realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-
bukti lainnya yang sah sesuai dengan proposal/RAB;

Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang
menyebabkan kerugian negara, maka menjadi tanggung jawab penuh
dari PTHAK KEDUA.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah daerah
apabila PTHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan;

PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas
penggunaan dana hibah daerah berdasarkan proposal dan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana hibah;

PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah daerah
apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan
pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, dan dinyatakan
lengkap dan benar melalui verifikasi Tim verifikasi Pemerintah Daerah
Kota Tidore Kepulaun.

Pasal 5
ADDENDUM

Dalam hal terdapat perubahan rencana anggaran belanja
sebagaimana tercantum dalam lampiran, PIHAK KEDUA mengajukan
perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah
nominal dan tujuan penggunaan hibah;

Perubahan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
NPHD ini.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 2 (dua),
lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga
mempunyai kekuatan hukum sama.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih
lanjut dalam Addendum.
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PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Nama Ketua UPK, TT & stempel) .
NIP.

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan :
Alamat

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia, Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedomana Pemberina Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD. Dengan ini menyatakan bahwa
kami sebagai penerima dana hibah dari program ..............c.c..coeuenen. Tahun
..., akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang
kami terima sesuai dengan Naska Perjanjian Hibah Daerah dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka
kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah
serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan
bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Materai
Rp.6000

(Nama Terang & Stempel)
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LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 20......

JUMLAH JUMLAH
NO URAIAN KEGIATAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN SISA DANA
(RP)
(RP) (RP)
JUMLAH Rp. Rp. Rp.
Tidore, ............... 20.
Ketua,
Materai
Rp.6000

(Nama Terang & Stempel)

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T

td

ALI IBRAHIM
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